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KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

1. SKPD :  Satuan Polisi Pamong Praja

2. Unit Kerja :  Sekretariat Bagian Perencanaan

3. Program . Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

4. Kegiatan :  Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

5. Sub Kegiatan :  Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

(Satuan Polisi Pamong Praja)

6. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Luwu Timur
7. Sumber Dana :  APBD

8. Jumlah Anggaran : Rp.61.711.200.-

9. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja

Capaian Program :  Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan

Sesuai Standar

- Masukan . Dana yang dibutuhkan
- Keluaran :  Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Hasil :  Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan,

Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Tepat Waktu
10. Kelompok Sasaran Kegiatan:  Perangkat Daerah

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN 2025
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KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
(Satuan Polisi Pamong Praja)

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

A. Latar Belakang

1) Gambaran Umum

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah serta
Perlindungan Masyarakat. Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis
dimaksud instansi didukung oleh beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan
oleh sekretariat Satpol PP . Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat
adalah program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota. Dengan terlaksananya
program ini, diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran,
baik yang dilaksanakan di bidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara efektif dan
efesien baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiensinya
dalam penggunaan anggaran yang terkait dengan bidang Satpol PP , sehingga yang hendak
dicapai akan tepat sasaran.

2) Dasar Hukum
Dasar Hukum yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2022;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 Tentang perubahan
ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur

7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Luwu Timur.
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B.

Penerima Manfaat

Penerima manfaat Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Sekretariat Satpol PP Tahun Anggaran
2025 terdiri dari beberapa kegiatan, meliputi :

» Seluruh asset di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur

* Seluruh Aparatur di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur

 Seluruh Tugas Kedinasan di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur

Strategi Pencapaian
1) Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah e-purchasing dan pengadaan langsung.
2) Tahapan Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan dibuat dalam bentuk time table sebagaimana terlampir dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu capaian keluaran Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV Tahun Anggaran
2025.

URAIAN KEGIATAN JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEP | OKT | NOV

DES

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14

Menetapkan PPTK

Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja Alat/ Bahan untuk
kegiatan kantor- Kertas dan
Cover

Belanja Alat/ Bahan untuk ===
kegiatan kantor- Bahan Ce-
tak

Belanja Alat/ Bahan untuk
kegiatan kantor- Bahan
Komputer

Belanja Makanan dan Minu-
man Rapat

Belanja Perjalanan Dinas =i
Biasa

E.

Anggaran Biaya
Anggaran Biaya yang diperlukan sebesar Rp. 61.711.200,- (Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus

Sebelas Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan

Anggaran Biaya (RAB):
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Rancangan Anggaran Biaya (RAB)

No. URAIAN KEGIATAN k- Satuan | Harga satuan Total Biaya Bet-
ume (Rp) erangan
1 2 3 4 5 6 7
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN Ro61.711.200
PERANGKAT DAERAH pOLIL
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun Rp223.200 Rp223.200
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kan-
2 tor- Kertas dan Cover 1 tahun Rp833.000 Rp833.000
3 | Jilid Rp3.050.000
- Jilid Spiral 30 E';Slz'r" Rp50.000 | Rpl.500.000
- Jilid Biasa 36 E‘;Sl‘;m' Rp20.000 Rp720.000
- Laminating 12 lembar Rp35.000 Rp420.000
Penggandaan 6500 lembar Rp350 Rp2.275.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kan-
4 tor- Bahan Komptiee 1 tahun Rp375.000 Rp500.000
5 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp4.400.000
- Makanan 110 Kotak Rp30.000 Rp3.300.000
- Snack 110 Kotak Rp10.000 Rp1.100.000
5 | Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Rp8.560.000
- Eselon ITI/ Gol. TV 6 Kali Rp200.000 Rp1.200.000
- Eselon 1V/ Gol 111 16 Kali Rp190.000 Rp3.040.000
- Gol TI/Gol. I/ Upah Jasa 24 Kali Rp180.000 Rp4.320.000
6 Perja'lan_an Dinas Luar Daerah dalam Rp16.880.000
Provinsi
- Eselon T/ Gol. TV Kali Rp3.130000 Rp6.260.000
- Eselon 1V/ Gol. 111 2 kali Rp2.670.000 Rp5.340.000
- Gol 11 dan 1/ Upah Jasa Kali Rp2.640.000 Rp5.280.000
- Perja-lan'an Dinas Luar Daerah Luar Rp16.400.000
Provinsi
- Eselon 1T/ Gol. TV 1 Kali Rp8.540.000 Rp8.540.000
- Eselon 1V/ Gol. 111 1 kali Rp7.860.000 Rp7.860.000
Dikeluarkan di : Malili

Pada Tanggal : 1 Agustus 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

*
\\NU Yh,.u

RSN
el

MUH. SALMAN, S.STP., M.Si
NIP. 19800525 199912 1 002
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KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

1. SKPD
2. Unit Kerja
3. Program

4. Kegiatan

5. Sub Kegiatan

Satuan Polisi Pamong Praja

Sekretariat Bagian Perencanaan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
(Satuan Polisi Pamong Praja)

6. Lokasi Kegiatan Kabupaten Luwu Timur
7. Sumber Dana APBD
8. Jumlah Anggaran Rp. 5.469.000,-
9. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja
- Capaian Program Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan
Sesuai Standar
- Masukan Dana yang dibutuhkan
- Keluaran Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Hasil Persentase  Penyusunan  Dokumen  Perencanaan,
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Tepat Waktu
10.Kelompok Sasaran Kegiatan :  Perangkat Daerah

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN 2025
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KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
(Satuan Polisi Pamong Praja)
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
A. Latar Belakang

1) Gambaran Umum

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan
Perlindungan Masyarakat. Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis
dimaksud instansi didukung oleh beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan
oleh sekretariat Satpol PP . Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat
adalah program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota. Dengan terlaksananya
program ini, diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran,
baik yang dilaksanakan dibidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara efektif dan
efesien baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiensinya
dalam penggunaan anggaran yang terkait dengan bidang Satpol PP , sehingga yang hendak

dicapai akan tepat sasaran.

2) Dasar Hukum

Dasar Hukum yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2022;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 Tentang perubahan
ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur;

7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Luwu Timur.
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B.

Penerima Manfaat

Penerima manfaat Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Sekretariat Satpol PP Tahun Anggaran
2025 terdiri dari beberapa kegiatan, meliputi :

 Seluruh asset di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur

» Seluruh Aparatur di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur

* Seluruh Tugas Kedinasan di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur

Strategi Pencapaian
1) Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola dan epurchasing.
2) Tahapan Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan dibuat dalam bentuk time table sebagaimana terlampir dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.
Waktu Pencapaian Keluaran
Waktu capaian keluaran Triwulan I, Triwulan II, Triwulan IIT dan Triwulan IV Tahun Anggaran
2025.

No.

URAIAN KEGIATAN JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEP | OKT | NOV

DES

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14

Menetapkan PPTK

Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja Alat/ Bahan untuk
kegiatan kantor- Kertas dan
Cover

Belanja Alat/ Bahan untuk
kegiatan kantor- Bahan Cetak

Belanja Alat/ Bahan untuk
kegiatan kantor- Bahan Kom-
puter

Belanja Makanan dan Minuman
Rapat

E.

Anggaran Biaya

Anggaran Biaya yang diperlukan sebesar Rp. 5.469.000,- (Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh
Sembilan Ribu Rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya
(RAB):
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Rancangan Anggaran Biaya (RAB)

No. URAIAN KEGIATAN Z:]l; Satuan Harga satuan | Total Biaya (Rp) Keterangan
1 2 3 4 5 6 7
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN
DOKUMEN RKA-SKPD BpsA60.000
I Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun R267.000 Rp267.000
Belanja Alat/Bahan untuk
p | Kegiatan Kantor- Kertas dan i tahun Rp617.000 Rp. 617.000
Cover
3 Jilid Rp2.685.000
- Jilid Spiral 12 E';)Slz'r“' Rp50.000 Rp600.000
- Jilid Biasa 30 E‘;Sl‘:r“' Rp10.000 Rp300.000
Penggandaan 5100 lembar Rp350 Rp1.785.000
Belanja Alat/Bahan untuk
4 Kegiatan Kantor- Bahan Kom- 1 tahun Rp125.000 Rp500.000
puter
Belanja Makanan dan Minu-
5 man Rapat Rp1.400.000
- Makanan 35 Kotak Rp25.000 Rp1.050.000
- Snack 35 Kotak Rp10.000 Rp350.000
Dikeluarkan di : Malili
Pada Tanggal : 1 Agustus 2024
Telah diperiksa dan dievaluasi
IfepglgnI Siman Folisl Faong Foya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)
MUH. MAN, S.STP., M.Si
108 199003 1 002 NIP. 19800525 199912 1 002
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KERANGKA ACUAN KERJA

1. SKPD
2. Unit Kerja

3. Program

4. Kegiatan

5. Sub Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Sumber Dana

Jumlah Anggaran

© o N o

- Capaian Program

Masukan

- Keluaran

Hasil

10. Kelompok Sasaran Kegiatan :

Satuan Polisi Pamong Praja

Sekretariat Bagian Perencanaan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Satuan Polisi
Pamong Praja)

Kabupaten Luwu Timur

APBD

Rp. 7.591.000,-

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja

Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan
Sesuai Standar

Dana yang dibutuhkan

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Persentase  Penyusunan  Dokumen  Perencanaan,
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Tepat Waktu

Perangkat Daerah

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN 2025
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KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

(Satuan Polisi Pamong Praja)

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

A. Latar Belakang

1)

2)

Gambaran Umum

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah serta
Perlindungan Masyarakat. Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis
dimaksud instansi didukung oleh beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan
oleh sekretariat Satpol PP . Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat
adalah program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota. Dengan terlaksananya
program ini, diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran,
baik yang dilaksanakan dibidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara efektif dan
efesien baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiensinya
dalam penggunaan anggaran yang terkait dengan bidang Satpol PP, sehingga yang hendak

dicapai akan tepat sasaran.

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) adalah dokumen
yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/pengguna barang. Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. DPA merupakan suatu
program yang harus segera dilaksanakan sesuai dengan program kerja dari setiap instansi
masing-masing. Penyusunan DPA ini merupakan hal yang mutlak dimiliki oleh semua

instansi.

Dasar Hukum
Dasar Hukum yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan:
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah;
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4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2022;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 Tentang perubahan

ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur

7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Luwu Timur.

Penerima Manfaat

Penerima manfaat Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Sekretariat Satpol PP Tahun Anggaran

2025 terdiri dari beberapa kegiatan, meliputi :

« Seluruh asset di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur

« Seluruh Aparatur di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur

« Seluruh Tugas Kedinasan di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur

Strategi Pencapaian

1) Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola dan epurchasing.

2) Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dibuat dalam bentuk time table sebagaimana terlampir dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu capaian keluaran Triwulan 1, Triwulan I, Triwulan 11l dan Triwulan IV Tahun Anggaran

2025.

No.

URAIAN KEGIATAN

JAN

FEB

MAR

APR

MEI | JUNI | JULI | AGUST

SEP

OKT

NOV

DES

2

7 8 9 10

11

12

13

14

Menetapkan PPTK

Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja Alat/ Bahan untuk
kegiatan kantor- Kertas dan
Cover

Belanja Alat/ Bahan untuk
kegiatan kantor- Bahan Ce-
tak

Belanja Alat/ Bahan untuk
kegiatan kantor- Bahan
Komputer

Belanja Makanan dan Mi-
numan Rapat
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E. Anggaran Biaya
Anggaran Biaya yang diperlukan sebesar Rp. 7.591.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh

Satu Ribu Rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya

(RAB) :
Vol- | Satuan Harga Total Biaya Ket-
No. URAJTAN KEGIATAN
ume satuan (Rp) erangan
1 2 3 4 5 6 7
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN
DOKUMEN DPA-SKPD RpZA9LI0
1 | Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun Rp309.000 Rp309.000
Belanja Alat/Bahan untuk
2 | Kegiatan Kantor- Kertas dan 1 tahun Rp1.102.000 Rp1.102.000
Cover
3 | Jilid Rp4.280.000
- Jilid Spiral 35 E‘I‘fl:‘r“' Rp50.000 | Rp1.750.000
- Jilid Biasa 43 E';SIZ;“‘ Rpl0.000 |  Rp430.000
Penggandaan 6000 lembar Rp350 Rp2.100.000
Belanja Alat/Bahan untuk
4 | Kegiatan Kantor- Bahan Kom- 1 tahun Rp125.000 Rp500.000
puter
5 I;elan)a Makanan dan Minuman Rp1.400.000
apat
- Makanan 35 Kotak Rp30.000 Rp1.050.000
- Snack 35 Kotak Rp10.000 Rp350.000

Telah diperiksa dan dievaluasi

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Dikeluarkan di : Malili

Pada Tanggal

. 1 Agustus 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

MUH.

» S.STP., M.Si

NIP. 19800525 199912 1 002
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KERANGKA ACUAN KERJA

1. SKPD
2. Unit Kerja

3. Program

4. Kegiatan

5. Sub Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Sumber Dana

Jumlah Anggaran

© x N o

- Capaian Program

- Masukan

Keluaran
Hasil

10.Kelompok Sasaran Kegiatan :

(KAK)

‘WU "’Mu;\!

Satuan Polisi Pamong Praja

———
-

Sekretariat Bagian Perencanaan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan Polisi
Pamong Praja)

Kabupaten Luwu Timur

APBD

Rp. 63.325.800:-

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja

Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan
Sesuai Standar

Dana yang dibutuhkan

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Persentase ~ Penyusunan  Dokumen  Perencanaan,
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Tepat Waktu

Perangkat Daerah

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN 2025
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KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)
Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
(Satuan Polisi Pamong Praja)

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

A. Latar Belakang

1) Gambaran Umum

2)

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan
Perlindungan Masyarakat. Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis
dimaksud instansi didukung oleh beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan
oleh sekretariat Satpol PP. Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah
program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota. Dengan terlaksananya program ini,
diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran, baik yang
dilaksanakan dibidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien baik
dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiensinya dalam
penggunaan anggaran yang terkait dengan bidang Satpol PP, sehingga yang hendak dicapai
akan tepat sasaran. Hal ini termasuk pada sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Dasar Hukum
Dasar Hukum yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2022;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 Tentang perubahan
ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur

7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Luwu Timur.
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B. Penerima Manfaat
Penerima manfaat Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Sekretariat Satpol PP Tahun Anggaran
2025 terdiri dari beberapa kegiatan, meliputi :
 Seluruh asset di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur
» Seluruh Aparatur di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur
* Seluruh Tugas Kedinasan di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur

C. Strategi Pencapaian
1) Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola dan epurchasing.
2) Tahapan Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan dibuat dalam bentuk time table sebagaimana terlampir dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

D. Waktu Pencapaian Keluaran
Waktu capaian keluaran Triwulan I, Triwulan II, Triwulan Il dan Triwulan IV Tahun Anggaran
2025.

No. URAIAN KEGIATAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEP | OKT | NOV

DES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

14

1 | Menetapkan PPTK

2 | Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja Alat/ Bahan untuk
3 | kegiatan kantor- Kertas
dan Cover

Belanja Alat/ Bahan untuk
4 kegiatan kantor- Bahan
Cetak

Belanja Alat/ Bahan untuk
5 | kegiatan kantor- Bahan

Komputer
6 Belanja Makanan dan Mi-
numan Rapat
7 Belanja Perjalanan Dinas =

Biasa

E. Anggaran Biaya
Anggaran Biaya yang diperlukan sebesar Rp. 63.325.800,- (Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus

Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam

Rancangan Anggaran Biaya (RAB) :

No. URAIAN KEGIATAN Vol | Satuan | Hargasatuan | DotAl Biaya g
ume (Rp) erangan
1 2 3 4 5 6 7
EVALUAST KINERJA PERANGKAT DAERAH Rp63.325.800
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun Rp837.800 Rp837.800
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Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kan- 1 s Rp1.383.000 Rp1.383.000
tor- Kertas dan Cover

Jilid Rp2.820.000
- Jilid Biasa 50 E'[‘f;;" Rp50.000 Rp300.000
o L miiiiting 12 E';Sl‘;“ Rp35.000 Rp420.000

- Jilid Spiral 10 Eﬁ;‘“‘ Rp10.000 Rp500.000
Penggandaan 4000 lembar Rp300 Rp1.400.000
zila;ﬁgijfriﬁe‘;m“k Riegiatan Kan. I tahun Rp625.000 Rp625.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp4.600.000
- Makanan 115 Kotak Rp30.000 Rp3.450.000
- Snack 115 Kotak Rp10.000 Rp1.150.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp19.580.000
Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Rp19.780.000
- Eselon 111/ Gol. TV 17 Kali Rp200.000 Rp3.400.000
- Eselon IV/ Gol 1l 18 Kali Rp190.000 Rp3.420.000
- Gol II/Gol. I/ Upah Jasa 72 Kali Rp180.000 Rp12.960.000
Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Rp16.880.000
- Eselon 11/ Gol. IV 2 Kali Rp3.130.000 Rp6.260.000
- Eselon TV/ Gol 11 2 Kali Rp2.670.000 Rp5.340.000
- Gol 1I/Gol. I/ Upah Jasa 2 Kali Rp2.640.000 Rp5.280.000
Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Rp16.400.000
- Eselon 11I/ Gol. IV 1 Kali Rp8.540.000 Rp8.540.000
- Eselon 1V/ Gol 111 1 Kali Rp7.860.000 Rp7.860.000

Dikeluarkan di : Malili
Pada Tanggal :1 Agustus 2024

Telah dlpenksa dan dievaluasi

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

MUH. MAN, . ML.Si
NIP. 19800525 199912 1 002
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KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

1. SKPD :  Satuan Polisi Pamong Praja
2. Unit Kerja : Sekretariat
3. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
4. Kegiatan . Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5. Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan Polisi
Pamong Praja)
6. Lokasi Kegiatan :  Kabupaten Luwu Timur
7. Sumber Dana :  APBD
8. Jumlah Anggaran : Rp. 4.920.798.960,-
9. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja
- Capaian Program :  Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan
Sesuai Standar
- Masukan :  Dana yang dibutuhkan
Keluaran : Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
- Hasil :  Persentase administrasi keuangan yang terselenggara
dengan baik

10. Kelompok Sasaran Kegiatan:  Perangkat Daerah

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN 2025
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KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan Polisi Pamong Praja)

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

A. Latar Belakang

1) Gambaran Umum

2)

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah serta
Perlindungan Masyarakat. Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis
dimaksud instansi didukung oleh beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan
oleh sekretariat Satpol PP . Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat
adalah program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota. Dengan terlaksananya
program ini, diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran,
baik yang dilaksanakan dibidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara efektif dan
efesien baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiensinya
dalam penggunaan anggaran yang terkait dengan bidang Satpol PP , schingga yang hendak
dicapai akan tepat sasaran.

Dasar Hukum
Dasar Hukum yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2022;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 Tentang perubahan
ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur

7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Luwu Timur.

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2025 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. LUWU TIMUR




B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Sekretariat Satpol PP Tahun Anggaran

2025 terdiri dari beberapa kegiatan, meliputi :

 Seluruh asset di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur

» Seluruh Aparatur di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur
» Seluruh Tugas Kedinasan di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur

C. Strategi Pencapaian

1) Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola.
2) Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dibuat dalam bentuk time table sebagaimana terlampir dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

D. Waktu Pencapaian Keluaran
Waktu capaian keluaran Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV Tahun Anggaran
2025.
No o JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEP | OKT | NOV | DES
’ KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Menetapkan PPTK
2 | Gaji Pokok PNS
3 | Gaji Pokok PPPK
Belanja Tunjangan
4 | Keluarga PNS
Belanja Tunjangan
5 | Keluarga PPPK
Belanja Tunjangan
6 | Jabatan PNS
Belanja Tunjangan
7 | Jabatan PPPK
Belanja Fungsional
8 | PNS
Belanja Fungsional
9 PPPK
Belanja Fungsional
10 | Umum PNS
Belanja Fungsional
11 | Unum PPPK
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12 | Belanja Beras PNS
13 | Belanja Beras PPPK
Belanja PPh/Tunjan-
14 | gan khusus PNS
Belanja PPh/Tunjan-
15 | gan khusus PPPK
Belanja Pembulatan
16 | Gaji PNS
Belanja Pembulatan
17 | Gaji PPPK
18 Belanja Tambahan
Penghasilan PNS
Belanja Tambahan
Penghasilan PPPK

Tambahan Penghasi-
lan berdasarkan Kon-
disi Kerja PNS

Tambahan Penghasi-
lan berdasarkan Kon-
disi Kerja PPPK

E. Anggaran Biaya
Anggaran Biaya yang diperlukan sebesar Rp. 4.920.798.960,- (Empat Miliar Sembilan Ratus Dua
Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah)
dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

Rancangan Anggaran Biaya

No. URAIAN KEGIATAN :::e' Satuan Harga satuan Total Biaya (Rp) | Keterangan
1 2 3 4 5 6 7
PENYEDIAAN GAJI DAN TUN- R
JANGAN ASN P
1 | Belanja Gaji Pokok ASN 1 tahun Rp2.059.754.155 Rp2.059.754.155
2 E‘;‘;“Ja tunjangan keluarga 1 tahun | Rp213.350.087 | Rp213.350.087
3 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN 1 tahun Rp147.630.000 Rp147.630.000
4 | Belanja Fungsional ASN 1 Tahun Rp83.768.000 Rp83.768.000
5 | Belanja Fungsional Umum PNS 1 Tahun Rp36.807.750 Rp36.807.750
6 | Belanja Tunjangan Beras 1 Tahun Rp129.903.375 Rp129.903.375
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7 | Belanja PPh/Tunjangan ASN 1 tahun Rp16.836.059 Rp16.836.059

8 | Belanja Pembulatan Gaji 1 tahun Rp35.534 Rp35.534
9 | Belanja Tambahan Penghasilan 1 Tahun Rp2.108.274.000 Rp2.108.274.000
jo | Bekmnya Tambahan Eenghisian 1 Tahun | Rp124.440.000 Rp124.440.000

berdasarkan kondisi kerja

Dikeluarkan di : Malili
Pada Tanggal : 1 Agustus 2024

Telah dlperlksa dan dievaluasi

jisi Pagiong aga Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

MUH. SALMAN, S.STP., M.Si
NIP. 19800525 199912 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2025 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. LUWU TIMUR



KERANGKA ACUAN KERJA

1. SKPD
2. Unit Kerja

3. Program

4. Kegiatan

W

Sub Kegiatan

Lokasi Kegiatan
Sumber Dana

Jumlah Anggaran

© ® N o

Capaian Program

Masukan

Keluaran

Hasil

10. Kelompok Sasaran Kegiatan :

(KAK)

Satuan Polisi Pamong Praja

Sekretariat

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Administrasi Kenangan Perangkat Daerah

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
(Satuan Polisi Pamong Praja)

Kabupaten Luwu Timur

APBD

Rp. 36.960.000.-

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja

Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan
Sesuai Standar

Dana yang dibutuhkan

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Pelaksanaan Tugas
ASN

Persentase administrasi keuangan yang terselenggara
dengan baik

Perangkat Daerah

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN 2025
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KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)
Sub Kegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
(Satuan Polisi Pamong Praja)

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

A. Latar Belakang

1)

2)

Gambaran Umum

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah serta
Perlindungan Masyarakat. Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis
dimaksud instansi didukung oleh beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan
oleh sekretariat Satpol PP . Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat
adalah program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota. Dengan terlaksananya
program ini, diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran,
baik yang dilaksanakan dibidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara efektif dan
efesien baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiensinya
dalam penggunaan anggaran yang terkait dengan bidang Satpol PP , sehingga yang hendak
dicapai akan tepat sasaran.

Dasar Hukum
Dasar Hukum yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan:
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah:
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 Tentang perubahan
ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2025 | SATUAN POLIS| PAMONG PRAJA KAB. LUWU TIMUR




7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Luwu Timur.

B. Penerima Manfaat
Penerima manfaat Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Sekretariat Satpol PP Tahun Anggaran
2025 terdiri dari beberapa kegiatan, meliputi :
* Seluruh asset di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur
* Seluruh Aparatur di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur
* Seluruh Tugas Kedinasan di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur
C. Strategi Pencapaian
1) Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola.
2) Tahapan Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan dibuat dalam bentuk time table sebagaimana terlampir dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.
D. Waktu Pencapaian Keluaran
Waktu capaian keluaran Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV Tahun Anggaran
2025.
No. | URAIAN KEGIATAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEP | OKT | NOV | DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 12 13 14
1 | Menetapkan PPTK
2 Beban Honorarium Ben-
dahara Penerima
3 Beban Honorarium Ben-
dahara Pengeluaran
4 Beban Honorarium PPK
SKPD
Beban Honorarium Pe-
5 | jabat Pengadaan Ba-
rang.Jasa
E. Anggaran Biaya

Anggaran Biaya yang diperlukan sebesar Rp. 36.960.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Sembilan

Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan
Anggaran Biaya (RAB) :

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2025 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. LUWU TIMUR




Harga Total Biaya
No. URAIAN KEGIATAN Volume Satuan satuan (Rp) Keterangan
1 2 3 4 5 6 7
PENYEDIAAN ADMINISTRAST
PELAKSANAAN TUGAS ASN Rp36.960.000
i | Beban Hotoratitny Bendakiar 12 bulan | Rp340.000 | Rp4.080.000
Penerima
2 | Beban Honorarium Bendahara 12 bulan | Rpl.090.000 | Rp13.080.000
Pengeluaran
3 Beban Honorarium PPK SKPD 12 bulan Rp1.250.000 Rp15.000.000
Beban Honorarium Pejabat
4 Pengadaan Barang Jasa 12 bulan Rp400.000 Rp4.800.000

Dikeluarkan di : Malili
Pada Tanggal : 1 Agustus 2024

Telah diperiksa dan dievaluasi

SEpg s Ltuan Polisi Pamoug Praja Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK)

MUH. SALMAN, S.STP., M.Si
NIP. 19800525 199912 1 002
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KERANGKA ACUAN KERJA

1. SKPD
2. Unit Kerja

3. Program

4. Kegiatan

wn

Sub Kegiatan

Lokasi Kegiatan
Sumber Dana

Jumlah Anggaran

S =

Capaian Program

-  Masukan

Keluaran

- Hasil

10. Kelompok Sasaran Kegiatan :

Satuan Polisi Pamong Praja

Sekretariat

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja)

Kabupaten Luwu Timur

APBD

Rp. 29.593.200,-

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja

Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan
Sesuai Standar

Dana yang dibutuhkan

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan
Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD

Persentase administrasi keuangan yang terselenggara
dengan baik

Perangkat Daerah

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN 2025
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KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/

Semesteran SKPD

(Satuan Polisi Pamong Praja)

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

A. Latar Belakang

1) Gambaran Umum

2)

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah serta
Perlindungan Masyarakat. Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis
dimaksud instansi didukung oleh beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan
oleh sekretariat Satpol Polisi Pamong Praja. Salah satu program penunjang yang dikelola oleh
Sekretariat adalah program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota. Dengan
terlaksananya program ini, diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan
urusan perkantoran, baik yang dilaksanakan dibidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan
secara efektif dan efesien baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun
aspek efisiensinya dalam penggunaan anggaran yang terkait dengan bidang Satpol PP ,
sehingga yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

Dasar Hukum
Dasar Hukum yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan:
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 Tentang perubahan
ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur
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B.

7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Luwu Timur.

Penerima Manfaat

Penerima manfaat Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Sekretariat Satpol PP Tahun Anggaran
2025 terdiri dari beberapa kegiatan, meliputi :

* Seluruh asset di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur

* Seluruh Aparatur di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur

* Seluruh Tugas Kedinasan di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur

Strategi Pencapaian
1) Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola.
2) Tahapan Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan dibuat dalam bentuk time table sebagaimana terlampir dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.
Waktu Pencapaian Keluaran
Waktu capaian keluaran Triwulan 1, Triwulan 11, Triwulan 11l dan Triwulan IV Tahun Anggaran
2025.

URAIAN KEGIATAN JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEP | OKT | NOV

DES

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14

Menetapkan PPTK

Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja Alat/ Bahan untuk
kegiatan kantor- Kertas dan
Cover

Belanja Alat/ Bahan untuk
kegiatan kantor- Bahan Cetak

Belanja Alat/ Bahan untuk
kegiatan kantor- Bahan Kom-
puter

Belanja Makanan dan Minuman
Rapat

Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Anggaran Biaya
Anggaran Biaya yang diperlukan sebesar Rp. 29.593.200,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus

Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam

Rancangan Anggaran Biaya (RAB) :
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Vol- Total Biaya Ket-
No. URAIAN KEGIATAN S Satuan | Harga satuan (Rp) erangan
1 2 3 4 5 6 7
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Rp29.593.200
SKPD
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun Rp761.200 Rp761.200
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kan-
2 | or Kertas das Cover 1 tahun Rp1.764.000 | Rp1.764.000
3 | Jilid Rp4.280.000
- Jilid Spiral 10 51;512?1 Rp50.000 Rp500.000
- Jilid Biasa 16 Eﬁ;’"‘ Rp10.000 Rp160.000
Penggandaan 2500 lembar Rp350 Rp875.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kan-
4 tor- Bahan Komputer 1 tahun Rp773.000 Rp773.000
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp10.000.000
- Makanan 88 Kotak Rp30.000 Rp2.640000
- Snack 88 Kotak Rp10.000 Rp880.000
6 Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Rp21.240.000
- Eselon TV/ Gol I 4 Kali Rp2.670.000 Rp10.680.000
- Gol 11/Gol. 1/ Upah Jasa 4 Kali Rp2.640.000 Rp10.560.000
Dikeluarkan di : Malili
Pada Tanggal : 1 Agustus 2024

Telah diperiksa dan dievaluasi

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK)

MUH. SALMAN, S.STP., M.Si
NIP. 19800525 199912 1 002
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KERANGKA ACUAN KERJA

1. SKPD
2. Unit Kerja

3. Program

4. Kegiatan
5. Sub Kegiatan

Lokasi Kegiatan
Sumber Dana

Jumlah Anggaran

© % N o

- Capaian Program

Masukan

- Keluaran

Hasil

10. Kelompok Sasaran Kegiatan :

(KAK)

Satuan Polisi Pamong Praja

Sekretariat

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD (Satuan Polisi Pamong
Praja)

Kabupaten Luwu Timur

APBD

Rp. 36.365.400.-

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja

Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan
Sesuai Standar

Dana yang dibutuhkan

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran
SKPD

Persentase administrasi keuangan yang terselenggara
dengan baik

Perangkat Daerah

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN 2025
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KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/

Semesteran SKPD

(Satuan Polisi Pamong Praja)

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

A. Latar Belakang

1)

2)

Gambaran Umum

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah serta
Perlindungan Masyarakat. Dalam pencapaian target program
kerja dan sasaran strategis dimaksud instansi didukung oleh beberapa kegiatan dan sarana
penunjang yang dilaksanakan oleh sekretariat Satpol Polisi Pamong Praja. Salah satu program
penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kab/Kota. Dengan terlaksananya program ini, diharapkan seluruh kegiatan
administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran, baik yang dilaksanakan dibidang
maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien baik dari aspek efektifitasnya
dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiensinya dalam penggunaan anggaran yang terkait
dengan bidang Satpol PP, sehingga yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

Dasar Hukum
Dasar Hukum yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan:
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 Tentang perubahan
ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur
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B.

7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Luwu Timur.

Penerima Manfaat

Penerima manfaat Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Sekretariat Satpol PP Tahun Anggaran
2025 terdiri dari beberapa kegiatan, meliputi :

» Seluruh asset di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur

 Seluruh Aparatur di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur

+ Seluruh Tugas Kedinasan di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur

Strategi Pencapaian
1) Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola.
2) Tahapan Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan dibuat dalam bentuk time table sebagaimana terlampir dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.
Waktu Pencapaian Keluaran
Waktu capaian keluaran Triwulan I, Triwulan I, Triwulan Il dan Triwulan IV Tahun Anggaran
2025.

No. URAIAN KEGIATAN JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEP | OKT | NOV | DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Menetapkan PPTK

Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja Alat/ Bahan untuk
kegiatan kantor- Kertas dan
Cover ] =

Belanja Alat/ Bahan untuk
kegiatan kantor- Bahan Cetak

Belanja Alat/ Bahan untuk
kegiatan kantor- Bahan Kom-
puter

Belanja Makanan dan Minuman
Rapat

Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Anggaran Biaya
Anggaran Biaya yang diperlukan sebesar Rp. 36.365.400,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Empat
Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan

Anggaran Biaya (RAB) :
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No. URAIAN KEGIATAN Vol- | Satuan | Hargasatuan | 103 Biaya gl
ume (Rp) erangan
1 2 3 4 5 6 7
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWU- Rp36.365.400
LANAN/ SEMESTERAN SKPD
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun Rp1.599.400 Rp1.599.400
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kan-
2 tor- Kertas dan Cover 1 tahun Rp1.331.000 Rp1.331.000
3 | Jilid Rp4.280.000
- Jilid Spiral 16 E’;Slzrm' Rp50.000 Rp800.000
- Jilid Biasa 33 E‘I‘JSI;“ Rp10.000 Rp330.000
Penggandaan 9000 lembar Rp350 Rp3.150.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kan-
4 P A pa—— 1 tahun Rp655.000 Rp655.000
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp10.000.000
- Makanan 250 Kotak Rp30.000 Rp7.500.000
- Snack 250 Kotak Rp10.000 Rp2.500.000
6 Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Rp18.500.000
- Eselon TV/ Gol T 50 Kali Rp190.000 Rp9.500.000
- Gol II/Gol. 1/ Upah Jasa 50 Kali Rp180.000 Rp9.000.000
Dikeluarkan di : Malili
Pada Tanggal : 1 Agustus 2024

Telah diperiksa dan dievaluasi
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

MUH: MAN, S.STP., M.Si
NIP. 19800525 199912 1 002
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KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

SKPD . Satuan Polisi Pamong Praja

Unit Kerja . Sekretariat Satpol PP

Program :  Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Kegiatan . Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan . Pendataan dan Pengeolahan Administrasi
Kepegawaian

Lokasi Kegiatan :  Kantor Satpol PP

Sumber Dana :  APBD

Jumliah Anggaran © Rp7.506.650,-

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja

Capaian Program . Persentase penunjang urusan perangkat
daerah berjalan sesuai standar (100%)

Masukan . Dana yang Dibutuhkan

Keluaran . Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian

Hasil . Persentase rata-rata capaian kinerja penunjang
urusan pemerintahan daerah (100%)

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN 2025
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KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengeolahan Administrasi Kepegawaian

A. Latar Belakang

1)

2)

Gambaran Umum

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Instansi Pemerintah yang bergerak di
bidang Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Dalam pencapaian target
program kerja dan sasaran strategis dimaksud instansi didukung oleh
beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh sekretariat
Satpol PP. Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat
adalah program pelayanan administrasi perkantoran. Dengan terlaksananya
program ini, diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan
urusan perkantoran, baik yang dilaksanakan dibidang maupun sekretariat
dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien baik dari aspek efektifitasnya
dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiensinya dalam penggunaan
anggaran yang terkait dengan bidang Satpol PP, sehingga yang hendak
dicapai akan tepat sasaran.

Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Luwu timur.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Pengolahan Administrasi Kepegawaian di sekretariat Satpol PP
Tahun Anggaran 2025 terdiri dari beberapa kegiatan, meliputi :

Seluruh Aset di lingkungan Satpol Kab. Luwu Timur
Seluruh Aparatur di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur
Seluruh Tugas kedinasan di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur.

C. Strategi Pencapaian
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Strategi pencapaian pelayanan administrasi Kepegawaian dilakukan dengan
membuat KAK (Kerangka Acuan Kerja ) ini yang didalamnya memuat Time

Schedule dari masing-masing kegiatan.

1) Metode Pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola dan epurchasing.

2) Melakukan pendataan terhadap Aparatur Satpol PP

3) Membelanjakan alat tulis kantor dan menyusun SPJ

4) Mengarsipkan data kepegawaian

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian keluaran selama 1 (satu) Tahun

TIME SCHEDULE
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

NO

URAIAN

TRIWULAN |

TRIWULAN I

TRIWULAN llI

TRIWULAN IV

Jan

Feb

Mar

Apr | Mei | Jun

Jul | Ags | Sep

Okt | Nov | Des

Pendataan dan
Pengeolahan
Administrasi
Kepegawaian

1

Belanja Alat Tulis

Kantor

2

Belanja Kertas
dan Cover

3

Belanja Bahan
cetak

Belanja Bahan
Computer

Belanja Bahan
Makanan dan
Minuman rapat

E. Anggaran Biaya

Anggaran biaya yang diperlukan sebesar Rp. 7.506.650,- (Tujuh Juta Lima Ratus

Enam ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai mana

terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari KAK ini.
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Harga

No | URAIAN KEGIATAN |Volume| Satuan | Satuan T°t?"?§')aya Keterangan
(Rp)

1 2 2 = 5 6 7
Pend-at_aan d.an Pengeol?han 7.506.650
Administrasi Kepegawaian

1 | Belanja Alat Tulis Kantor 523.300

- Binder Clips 9 dus 25.000 225.000
- Box File 3 Buah 21.000 63.000
- Peluru Hekter Besar
24-6 No. 3 4 Buah 6.200 24.800
- Isi Staples No. 10 <] Dus 3.700 18.500
- Stapler HD 10 1 Buah 25.000 25.000
- Stapler HD 50 1 Buah 32.000 32.000
- Pulpen 5 Dus 27.000 135.000
Belanja Kertas dan
2 Cover 1.413.500
- Kertas A4 4 Rim 68.500 274.000
- Kertas F4 10 Rim 75.000 750.000
- Map Batik 20 Buah 3.700 74.000
- Map Kertas 50 Buah 1.250 62.500
- Buku Tulis Sampul
tebal Folio 100 1 Buah 124.000 124.000
- Map Plastik
Spaihalderl usin 3 Perbungkus 43.000 129.000
3 Belanja Bahan Cetak 1.000.000
- Jilid Spiral 12 Eksemlar 50.000 | 6.000.000
- Foto Copy 1771 Lembar 350 619.850
4 | Bahan Komputer 1.250.000
- Tinta Printer 9 Botol 110.000 990.000
Belanja Makanan dan
5 Minuman Rapat =360.000
- Makanan (21orangx | g4 | OrangKali | 30.000| 2.520.000

4 Kali)
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- Snack (21 orang x 4

Kali) 84 Orang Kali 10.000 840.000

L . Dikeluarkan di: Malili
Telah diperiksa dan dievaluasi Pada Tanggal: 1 Agustus 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja . ] )
selaku Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK)
S——

INDRA FAWZY, S.IP., M.Si MUH. SALMAN, S.STP., M.Si

NIP. 197011D3 199003 1 002 NIP. 19800525 199912 1 002
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KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

SKPD . Satuan Polisi Pamong Praja

Unit Kerja . Sekretariat Satpol PP

Program . Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Kegiatan . Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan . Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Lokasi Kegiatan :  Kantor Satpol PP

Sumber Dana . APBD

Jumlah Anggaran . Rp. 20.640.000,-

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja

Capaian Program . Persentase penunjang urusan perangkat daerah
berjalan sesuai standar (100 %)

Masukan . Dana yang Dibutuhkan

Keluaran . Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi dan Penilaian
Kinerja Pegawai

Hasil . Persentase Rata-Rata capaian kinerja administrasi
kepegawaian perangkat daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN 2025
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A.

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

Latar Belakang

1) Gambaran Umum
Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Instansi Pemerintah yang bergerak di
bidang Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Dalam pencapaian target
program kerja dan sasaran strategis dimaksud instansi didukung oleh beberapa
kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh sekretariat Satpol PP.
Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah program
pelayanan administrasi perkantoran. Dengan terlaksananya program ini,
diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran,
baik yang dilaksanakan dibidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara
efektif dan efesien baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun
aspekefisiensinya dalam penggunaan anggaran yang terkait dengan bidang Satpol
PP, sehingga yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

2) Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peru-
bahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Luwu timur.
Penerima Manfaat
Penerima manfaat Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Sekretariat Satpol PP
Tahun Anggaran 2025 terdiri dari beberapa kegiatan, meliputi :

e Seluruh aset di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur
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e Seluruh Aparatur di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur
e Seluruh Tugas Kedinasan di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur
C. Strategi Pencapaian
Startegi pelaksanaan kegiatan ini, menggunakan acuan kerja sebagai berikut :
1. Melakukan monitoring terhadap Aparatur Satpol PP
2. Melakukan BAP terhadap ASN atau Upah Jasa yang melanggar Disiplin
Kepegawaian
3. Membelanjakan alat tulis kantor dan menyusun SPJ
4. Mendokumentasikan hasil monitoring kepegawaian
5. Mengecek Absensi Aparatur SatpolPP

D. Waktu Pencapaian Keluaran
Waktu pencapaian keluaran selama 1 (satu) Tahun
TIME SCHEDULE
MONITORING, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

NO URAIAN

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov

TRIWULAN| | TRIWULAN Il | TRIWULAN Il | TRIWULAN IV

Des

Monitoring
Evaluasi,dan
Penilaian Kinerja

| Pegawai

1 Belanja Alat Tulis
Kantor

2 Belanja Kertas
dan Cover

3 Belanja Bahan
Cetak

4 Belanja Bahan
Komputer

Belanja Makanan
5 | dan Minuman
Rapat

Belanja
6 | Perjalanan Dinas
Biasa

E. Anggaran Biaya
Anggaran biaya yang diperlukan sebesar Rp. 20.640.000,- (Dua Puluh Juta Enam
Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam
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Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

KAK ini.
Harga .
No URAIAN KEGIATAN | Volume | Satuan | Satuan T°t?|;§')aya Keterangan
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7
Monitoring Evaluasi,dan
Penilaian Kinerja Pegawai 20.640.000
1 | Belanja Alat Tulis Kantor 159.000
- Box File 4 Buah 21.000 84.000
- Pulpen Cair 3 Buah 25.000 75.000
2 | Belanja Kertas dan Cover 461.000
- Kertas 5 Rim 75.000 375.000
Per
- Map Plastik kancing/Lusin 2 Bungk 43.000 86.000
us
3 | Belanja Bahan Cetak 2.050.000
- Jilid Spiral 20 eksem 50.000 | 1.000.000
plar
- Foto Copy 3000 - 350 | 1.050.000
4 | Belanja Bahan Komputer 250.000
- Tinta Printer 003 2 Botol 125.000 250.000
Belanja Makanan dan
: Minuman Rapat &A20.080
- Makan (17 orang x 4 kali) 68 kotak 30.000 | 2.040.000
- Snack (17 orang x 4 kali) 68 kotak 10.000 680.000
6 Bglanja Perjalanan Dinas 15.000.000
Biasa
- Belanja Perjalanan Dinas
Bias (1 Orang x 26 Hari) 26 200.000 | 5.200.000
- Belanja Perjalanan Dinas
___________ Bias (1 Orang x 27 Har) | % 180.000) 4.860.000
- Belanja Perjalanan Dinas 26 190.000 | 4.940.000

Bias (1 Orang x 26 Hari)
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Telah diperiksa dan dievaluasi
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

selaku Pen a Anggaran

INDRA FAWZY, S.IP., M.Si

NIP. 19701103 199003 1 002
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Dikeluarkan di: Malili
Pada Tanggal: 1 Agustus 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
P

\‘—

MUH. SALMAN, S.STP., M.Si
NIP. 19800525 199912 1 002
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KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

SKPD . Satuan Polisi Pamong Praja

Unit Kerja . Sekretariat Satpol PP

Program . Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabu-
paten/Kota

Kegiatan . Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan . Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Lokasi Kegiatan :  Kantor Satpol PP

Sumber Dana :  APBD

Jumlah Anggaran . Rp. 3.927.750,-

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja

Capaian Program . Persentase penunjang urusan perangkat daerah
berjalan sesuai standar (100 %)

Masukan . Dana yang Dibutuhkan

Keluaran :Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan

Hasil . Persentase Rata-Rata capaian kinerja administrasi
kepegawaian perangkat daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN 2025
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KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

A. Latar Belakang

1)

2)

Gambaran Umum

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Instansi Pemerintah yang bergerak di
bidang Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Dalam pencapaian target
program kerja dan sasaran strategis dimaksud instansi didukung oleh beberapa
kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh sekretariat Satpol PP.
Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah program
pelayanan administrasi perkantoran. Dengan terlaksananya program ini,
diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran,
baik yang dilaksanakan dibidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara
efektif dan efesien baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun
aspekefisiensinya dalam penggunaan anggaran yang terkait dengan bidang Satpol
PP, sehingga yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peru-
bahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Luwu timur.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Sekretariat Satpol PP

Tahun Anggaran 2025 terdiri dari beberapa kegiatan, meliputi :

Seluruh aset di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur
Seluruh Aparatur di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur
Seluruh Tugas Kedinasan di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur

C. Strategi Pencapaian
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Harga

No | URAIAN KEGIATAN | Volume| Satuan | Satuan T°t"z‘|'qg')aya Keterangan
(Rp)
1 2 3 4 ] 6 7
Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan 3.927.750
1 | Belanja Alat Tulis Kantor 181.000
- Pulpen Cair 4 Buah 25.000 100.000
- Pulpen 3 Pak 27.000 81.000
2 | Belanja Kertas dan Cover 343.000
- Kertas A4 2 Rim 68.500 137.000
- Kertas F4 2 Rim 75.000 150.000
. Per
- Map Plasti 2 Bungkus 28.000 56.000
3 | Belanja Bahan Cetak 593.750
- Cetak Spanduk 3 M2 90.000 270.000
- Foto Copy 925 lembar 350 323.750
4 Belanja Makanan dan
Minuman Rapat 1.556.000
Lgfskan (39 ordhg Sl 39 kotak | 30.000| 1.170.000
;(:ir;ac" 99 erang x 1 39 kotak | 10.000|  390.000
Honorarium Narasumber
atau Pembahas,
2 Moderator, Pembawa 200000
Acara, dan Panitia
- Pejabat Es.lll kebawah 1 | Orang/kali | 500.000 |  500.000
yang disetarakan
- Pejabat =gl fyang ¢~ 1 | Orang/kali | 750.000 |  750.000

setarakan

Telah diperiksa dan dievaluasi
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

selaku Pengguna Anggaran

NIP. 19701{]103 199003 1 002

Dikeluarkan di: Malili
Pada Tanggal: 1 Agustus 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

P

AR ¥PRIMIAHUN ANGGARAN 2025 | SATMOH CSALREAN. SISTP. [ RE S WY T MUR

NIP. 19800525 199912 1 002
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KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

SKPD . Satuan Polisi Pamong Praja

Unit Kerja . Sekretariat Satpol PP

Program . Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabu-
paten/Kota

Kegiatan . Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan . Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perun-

dang-undangan

Lokasi Kegiatan :  Kantor Satpol PP
Sumber Dana :  APBD
Jumlah Anggaran : Rp. 117.760.000,-

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja

Capaian Program : Persentase penunjang urusan perangkat daerah
berjalan sesuai standar (100 %)

Masukan : Dana yang Dibutuhkan

Keluaran - Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Im-
plementasi Peraturan Perundang-undangan

Hasil . Persentase Rata-Rata capaian kinerja administrasi
kepegawaian perangkat daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN 2025
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KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan

A. Latar Belakang

1)

2)

Gambaran Umum

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Instansi Pemerintah yang bergerak di
bidang Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Dalam pencapaian target
program kerja dan sasaran strategis dimaksud instansi didukung oleh beberapa
kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh sekretariat Satpol PP.
Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah program
pelayanan administrasi perkantoran. Dengan terlaksananya program ini,
diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran,
baik yang dilaksanakan dibidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara
efektif dan efesien baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun
aspekefisiensinya dalam penggunaan anggaran yang terkait dengan bidang Satpol
PP, sehingga yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peru-
bahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Luwu timur.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Sekretariat Satpol PP
Tahun Anggaran 2025 terdiri dari beberapa kegiatan, meliputi :

Seluruh aset di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur
Seluruh Aparatur di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur
Seluruh Tugas Kedinasan di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur
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Strategi Pencapaian

Di dalam melaksanakan kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sebagai

berikut :

1. Mengusulkan Nama-nama yang akan mengikuti Diklat kepada Pimpinan

2. Membuat Surat Tugas
3. Menyusun SPJ

4. Melaporkan Hasil Diklat

D. Waktu Pencapaian Keluaran
Waktu pencapaian keluaran selama 1 (satu) Tahun
TIME SCHEDULE
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TRIWULANI | TRIWULANII | TR
NO URAIAN U ‘ IWULAN Illl | TRIWULAN IV
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des
Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan
Perundang-undangan
1 Belanja Kursus
Singkat/Pelatihan
Belanja
2 | Perjalanan Dinas
Biasa
E. Anggaran Biaya
Anggaran biaya yang diperlukan sebesar Rp. 117.760.000,- (Seratus Tujuh Belas Juta
Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam
Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
KAK ini.
HAIgd Total Biaya
No URAIAN KEGIATAN | Volume | Satuan Satuan (Rp) Keterangan
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7
Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan 117.760.000
Perundang-undangan
Belanja Kursus
1 Singkat/Pelatihan 45,500,900
- Bimbingan Teknis 3 Orang/keg. | 5.000.000 | 15.000.000
- Bimtek PPNS Orang/kali | 4.500.000 | 31.000.000
Belanja Perjalanan
2 Binas Biasa 71.260.000
Uang Saku Bimtek .
(3 Org x 6 hari) 18 Orang/hari 130.000 2.340.000
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Uang Saku Bimtek
- PPNS
(1 Org x 40 hari)

40

Orang/hari

130.000

5.200.000

Perjalanan Dinas
- Biasa Fungsional
(7 Org x 10 hari)

70

Orang/hari

130.000

9.100.000

Perjalanan Dinas
Biasa Bimtek

Orang/hari

2.670.000

8.010.000

Perjalanan Dinas
Biasa Bimtek

Orang/hari

2.640.000

2.640.000

Perjalanan Dinas
Biasa fungsional

Orang/hari

2.670.000

18.690.000

Perjalanan Dinas
Biasa Luar Daerah
Luar Provinsi

Orang/hari

9.560.000

9.560.000

Perjalanan Dinas
- Biasa Luar Daerah
Luar Provinsi

Orang/hari

7.860.000

15.720.000

Telah diperiksa dan dievaluasi
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

selaku Pengguna Anggaran

Dikeluarkan di: Malili
Pada Tanggal: 1 Agustus 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

MUH. SALMAN, S.STP., M.Si
NIP. 19800525 199912 1 002

NIP. 19701403 199003 1 002
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KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

SKPD :  Satuan Polisi Pamong Praja

Unit Kerja . Sekretariat Satpol PP

Program . Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Kegiatan . Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :  Penyediaan Komponen Listrik Instalasi/ Pen-

erangan Bangunan Kantor

Lokasi Kegiatan . Kantor Satpol PP
Sumber Dana - APBD
Jumlah Anggaran : Rp.7.222.800,-

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja

Capaian Program : Persentase penunjang urusan perangkat daerah
berjalan sesuai standar (100 %)

Masukan - Dana yang Dibutuhkan

Keluaran - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen-
erangan Bangunan Kantor Yang disediakan.

Hasil . Persentase Rata-Rata capaian kinerja administrasi
PD (100%)

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN 2025
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KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan bangunan Kantor

A. Latar Belakang
1) Gambaran Umum

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Instansi Pemerintah yang bergerak di
bidang Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Dalam pencapaian target
program kerja dan sasaran strategis dimaksud instansi didukung oleh beberapa
kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh sekretariat Satpol PP.
Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah program
pelayanan administrasi perkantoran. Dengan terlaksananya program ini,
diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran,
baik yang dilaksanakan dibidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara
efektif dan efesien baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun
aspek efisiensinya dalam penggunaan anggaran yang terkait dengan bidang

Satpol PP, sehingga yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

2) Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong

Praja;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar

Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peru-
bahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Luwu timur.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat pelayanan administrasi perkantoran di Sekretariat Satpol PP Tahun

Anggaran 2025 terdiri dari beberapa kegiatan, meliputi :
e Seluruh aset di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur

e Seluruh Aparatur di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur
¢ Seluruh Tugas kedinasan di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur

C. Strategi Pencapaian

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dalam melaksanakan kegiatan ini,
menggunakan acuan kerja sebagai berikut :

kami
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3.
4

Mencatat kebutuhan

Menyediakan/membeli dan menyusun SPJ

Menyimpan dan mengurus barang

Mendistribusikan bahan komponen Instalasi listrik sesuai kebutuhan

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian keluaran selama 1 (satu) Tahun

TIME SCHEDULE
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
5
NO URAIAN TRIWULAN | TRIWUFAN i RIWULAN IiIl | TRIWULAN IV
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1 Belanja Alat
Listrik
E. Anggaran Biaya
Anggaran biaya yang diperlukan sebesar Rp. 7.222.800,- (Tujuh Juta Dua Ratus Dua
Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam
Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari KAK ini.
Harga a
No URAIAN KEGIATAN Volume | Satuan | Satuan Totzal??)aya Keterangan
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan 7.222.800
Kantor
1 | Belanja Alat Listrik 7.222.800
- Baterai Sedang 60 Buah 5.000 300.000
- Kabel Colokan 5 Meter 3 Buah 50.000 150.000
- Fitting Lampu 10 Buah 25.000 250.000
- Kabel Listrik 50 Meter 10.000 500.000
- Lampu LED 32 Watt 52 Buah 100.000 | 5.200.000
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- Paku Sadel 5 Dus 40.000 200.000

- Colokan Listrik 5 Buah 25.000 125.000

- Isolasi besar/Unibal 12 Buah 16.450 197.400

- MBC 1 Phase 10 A/230 V 2 Buah 45.150 90.300

- Saklar 6 Buah 28.350 170.100

- Isolasi Keci 8 Buah | 5000| 40000
Telah diperiksa dan dievaluasi Dikeluarkan di: Malili
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pada Tanggal: 1 Agustus 2024

selaku Pe na Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK)

S
INDRA F [S.IP., M.Si MUH. SAEMAN, S.STP., M.Si
NIP. 1970§103 199003 1 002 NIP. 19800525 199912 1 002
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KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

SKPD . Satuan Polisi Pamong Praja

Unit Kerja . Sekretariat Satpol PP

Program . Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Kegiatan . Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :  Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Lokasi Kegiatan :  Kantor Satpol PP

Sumber Dana . APBD

Jumlah Anggaran :  Rp.10.178.000,-

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja

Capaian Program . Persentase penunjang urusan perangkat daerah
berjalan sesuai standar (100 %)

- Masukan - Dana yang Dibutuhkan

- Keluaran : Jumlah Peket Peralatan Rumah Tangga yang dise-
diakan

- Hasil . Persentase Rata-Rata capaian kinerja administrasi
PD (100%)

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN 2025
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KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

A.

kut :

Latar Belakang
1) Gambaran Umum

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Instansi Pemerintah yang bergerak di
bidang Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Dalam pencapaian target
program kerja dan sasaran strategis dimaksud instansi didukung oleh beberapa
kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh sekretariat Satpol PP.
Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah program
pelayanan administrasi perkantoran. Dengan terlaksananya program ini,
diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran,
baik yang dilaksanakan dibidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara
efektif dan efesien baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun
aspek efisiensinya dalam penggunaan anggaran yang terkait dengan bidang
Satpol PP, sehingga yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

2) Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peru-
bahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Luwu timur.

Penerima Manfaat

Penerima manfaat pelayanan administrasi perkantoran di Sekretariat Satpol PP Tahun
Anggaran 2025 terdiri dari beberapa kegiatan, meliputi :
e Seluruh aset di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur

e Seluruh Aparatur di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur

e Seluruh Tugas kedinasan di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur
Strategi Pencapaian
Dalam melaksanakan kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sebagai beri-
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D. Waktu Pencapaian Keluaran

1. Mendata jumlah kebutuhan Peralatan Rumah Tangga

2. Membuat SPJ

3. Mendistribusikan Peralatan

Waktu pencapaian keluaran selama 1 (satu) Tahun

TIME SCHEDULE
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA

NO

URAIAN

TRIWULAN |

TRIWULAN I

TRIWULAN Il

TRIWULAN IV

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun | Jul

Ags | Sep

Okt

Nov | Des

Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

1

Belanja Alat
Kebersihan

Anggaran Biaya

Anggaran biaya yang diperlukan sebesar Rp. 10.178.000,- (Sepuluh Juta Seratus
Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam
Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

KAK ini.
N L Total Biaya
o URAIAN KEGIATAN Volume | Satuan Sgaét:)a)n (Rp) Keterangan
1 2 3 o 5 6 7
_I:::)gfgglaan Peralatan Rumah 10.178.000
1 | Belanja Alat Kebersihan 10.178.000
- Keranjang Sampah Besar 8 Buah 150.000 | 1.200.000
- Keranjang sampah Kecil 10 Buah 50.000 500.000
- Kaset Kaki 15 Buah 65.000 975.000
;\israpu dan sikat Pendirong 9 Buah 27 000 243.000
- Sapu ljuk 50~-- Buah 60.000 | 3.000.000
- Sapu Lidi Bergagang 10 Buah 35.000 350.000
- Selaber 18 Buah 60.000 | 1.080.000
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- Sendok sampah 14 Buah 15.000 210.000
- Tissue 40 Buah 50.000 2.000.00
- Kemoceng 13 Buah 20.000 260.000
;,’;I')at'a'at Peldanlap (@lat | 45 | Byanh | 36.000| 360.000
Telah diperiksa dan dievaluasi Dikeluarkan di: Malili
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pada Tanggal: 1 Agustus 2024
stk - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
TK
INDRA FAWZY, S.IP., M.Si MUH. SALMAN, S.STP., M.Si
NIP. 19/01103 199003 1 002 NIP. 19800525 199912 1 002
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KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

SKPD . Satuan Polisi Pamong Praja

Unit Kerja :  Sekretariat Satpol PP

Program . Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabu-
paten/Kota

Kegiatan . Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :  Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Lokasi Kegiatan :  Kantor Satpol PP

Sumber Dana :  APBD

Jumlah Anggaran :  Rp.6.012.500,-

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja

Capaian Program . Persentase penunjang urusan perangkat daerah
berjalan sesuai standar (100 %)

- Masukan : Dana yang Dibutuhkan

- Keluaran . Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang dise-
diakan

- Hasil . Persentase Rata-Rata capaian kinerja administrasi
PD (100%)

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN 2025
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KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

A. Latar Belakang

1) Gambaran Umum

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Instansi Pemerintah yang bergerak di
bidang Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Dalam pencapaian target
program kerja dan sasaran strategis dimaksud instansi didukung oleh beberapa
kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh sekretariat Satpol PP.
Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah program
pelayanan administrasi perkantoran. Dengan terlaksananya program ini,
diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran,
baik yang dilaksanakan dibidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara
efektif dan efesien baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun
aspek efisiensinya dalam penggunaan anggaran yang terkait dengan bidang
Satpol PP, sehingga yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

2) Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peru-
bahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daeranh;

5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Luwu timur.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat pelayanan administrasi perkantoran di Sekretariat Satpol PP Tahun
Anggaran 2025 terdiri dari beberapa kegiatan, meliputi :
e Seluruh Aset dilingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur

e Seluruh Aparatur dilingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur
e Seluruh Tugas kedinasan di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur
C. Strategi Pencapaian
Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dalam melaksanakan kegiatan ini, kami

menggunakan acuan kerja sebagai berikut :
1. Mencatat kebutuhan
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2. Membeli dan menyusun SPJ
3. Menyimpan dan mengurus barang
4. Mendistribusikan bahan logistik sesuai kebutuhan dilingkungan Satpol PP

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian keluaran selama 1 (satu) Tahun

TIME SCHEDULE
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

NO

TRIWULAN |

TRIWULAN I

TRIWULAN il

TRIWULAN IV

URAIAN
Jan

Feb | Mar

Apr | Mei

Jun | Jul

Ags | Sep

Okt | Nov | Des

Penyediaan Bahan
Logistik kantor

1

Belanja Bahan
Kimia

Belanja Bahan
2 | Bakar dan
Pelumas

3 Belanja Bahan Isi
Tabung Gas

4 Belanja Bahan-
Bahan Lainnya

E. Anggaran Biaya
Anggaran biaya yang diperlukan sebesar Rp. 6.012.500,- (EnamDua Belas Ribu Lima
Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai mana terlampir dalam Rancangan Anggaran
Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.
Harga :
No | URAIAN KEGIATAN | Volume | Satuan | Satuan T°t?|'qﬁ')aya Keterangan
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7
Penyediaan Bahan Logistik
kantor 6.012.500
1 Belanja Bahan Bakar dan 812.500
Pelumas
- Oli/Pelumas 12 Liter 60.000 420.000
- Pertalite 50 Liter 7.850 392.500
2 Belanja Bahan Isi Tabung 720.000
Gas
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: ':;Tab””g Gaselpiii12 | 4 | Tapung | 180.000|  720.000
3 Belanja Bahan Isi Tabung 720.000
Gas
k';' Tabung Gas elpiji 12 | 4 | 3pung | 180.000|  720.000
4 Be_lanja Bahan-Bahan 4.480.000
Lainnya
- Calrgn Pembersih 22 Botol 15.000 330 000
Lantai
- Cairan Pencuci Piring 11 Buah 25.000 275.000
- Handsanityzer 12 Buah 150.000 | 1.800.000
- Pembersih Closet 15 Buah 25.000 375.000
- Pembersih Kaca 14 Buah 20.000 280.000
- Pengharum Ruangan 12 Buah 35.000 420.000
- Kaos Tangan 10 Buah 30.000 300.000
- Pengharum Ruangan 20 Buah 35.000 700.000
Telah diperiksa dan dievaluasi Dikeluarkan di: Malili
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pada Tanggal: 1 Agustus 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

MUH. SALMAN, S.STP., M.Si
NIP. 19701103 199003 1 002 NIP. 19800525 199912 1 002
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KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

SKPD . Satuan Polisi Pamong Praja

Unit Kerja . Sekretariat Satpol PP

Program . Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabu-
paten/Kota

Kegiatan . Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan . Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Lokasi Kegiatan :  Kantor Satpol PP

Sumber Dana . APBD

Jumlah Anggaran :  Rp. 11.475.000,-

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja

Capaian Program . Persentase penunjang urusan perangkat daerah
berjalan sesuai standar (100 %)

Masukan : Dana yang Dibutuhkan

Keluaran :Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan
yang disediakan

Hasil . Persentase Rata-Rata capaian kinerja administrasi
PD (100%)

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN 2025
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A.

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Latar Belakang

1) Gambaran Umum
Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Instansi Pemerintah yang bergerak di
bidang Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Dalam pencapaian target
program kerja dan sasaran strategis dimaksud instansi didukung oleh beberapa
kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh sekretariat Satpol PP.
Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah program
pelayanan administrasi perkantoran. Dengan terlaksananya program ini,
diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran,
baik yang dilaksanakan dibidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara
efektif dan efesien baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun
aspek efisiensinya dalam penggunaan anggaran yang terkait dengan bidang
Satpol PP, sehingga yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

2) Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peru-
bahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Luwu timur.

Penerima Manfaat

Penerima manfaat pelayanan administrasi perkantoran di Sekretariat Satpol PP Tahun
Anggaran 2023 terdiri dari beberapa kegiatan, meliputi :
o Seluruh aset di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur

. Seluruh Aparatur di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur
o Seluruh Tugas Kedinasan di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur
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Strategi Pencapaian

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dalam melaksanakan kegiatan ini, kami
menggunakan acuan kerja sebagai berikut :

1. Mencatat kebutuhan

2. Membeli dan menyusun SPJ

3. Menyimpan dan mengurus barang
4. Mendistribusikan bahan cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan

D. Waktu Pencapaian Keluaran
Waktu pencapaian keluaran selama 1 (satu) Tahun
TIM SCHEDULE
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
T
NO URAIAN RIWULAN | TRIWUL‘AN Il | TRIWULAN Il | TRIWULAN IV
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

1

Belanja Bahan
Cetakan Lainnya

2 | Dokumentasi
3 | Jilid
4 | Penggandaan
E. Anggaran Biaya
Anggaran biaya yang diperlukan sebesar Rp. 11.475.000,- (Sebelas Juta Empat Tujuh
Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan
Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.
Harga | 1. Biaya
No | URAIAN KEGIATAN | Volume | Satuan Satuan (Rp) Keterangan
(Rp)
1 2 o 4 5 6 7
Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan A0
1 Belanja Bahan
Cetakan Lainnya 7.980.000
- Banner 3 Buah 250.000 750.000
- Blanko Cek Bank 7 Pack 280.000 | 1.960.000
- Cetak Kwitansi 2 Buah 80.000 160.000
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- Poster + Bingkai 6 Buah 150.000 900.000
- Cetak Spanduk 34 M3 90.000 | 3.060.000
- Stiker 230 Lembar 5.000 | 1.150.000
2 | Dokumentasi 145.000
- Cetak Dokumentasi 29 Lembar 5.000 145.000
3 | Jilid 900.000
- Jilid Spiral 15 Eksemplar 50.000 750.000
- Jilid Biasa 15 Eksemplar 10.000 150.000
4 | Penggandaan 2.460.000
- Foto Copy 7000 Lembar 350 | 2.450.000
Telah diperiksa dan dievaluasi Dikeluarkan di: Malili
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pada Tanggal: 1 Agustus 2024

selaku Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK)

INDRA FAWZY, S.IP., M.Si MUH. SALMAN, S.STP., M.Si
NIP. 1970103 199003 1 002 NIP. 19800525 199912 1 002
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KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

SKPD
Unit Kerja

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Sumber Dana
Jumlah Anggaran

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja

Capaian Program

Masukan

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan

Satuan Polisi Pamong Praja
Sekretariat Satpol PP

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabu-
paten/Kota

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Fasilitasi Kunjungan Tamu
Kantor Satpol PP

APBD

Rp. 8.250.000,-

Persentase penunjang urusan perangkat daerah
berjalan sesuai standar (100 %)

Dana yang Dibutuhkan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Persentase Rata-Rata capaian kinerja administrasi
PD (100%)

Perangkat Daerah

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN 2025
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A.

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu

Latar Belakang

1)

2)

Gambaran Umum

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Instansi Pemerintah yang bergerak di
bidang Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Dalam pencapaian target
program kerja dan sasaran strategis dimaksud instansi didukung oleh beberapa
kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh sekretariat Satpol PP.
Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah program
pelayanan administrasi perkantoran. Dengan terlaksananya program ini,
diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran,
baik yang dilaksanakan dibidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara
efektif dan efesien baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun
aspek efisiensinya dalam penggunaan anggaran yang terkait dengan bidang
Satpol PP, sehingga yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daeranh;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peru-
bahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Luwu timur.

Penerima Manfaat

Penerima manfaat pelayanan administrasi perkantoran di sekretariat Satpol PP Tahun
Anggaran 2025 terdiri dari beberapa kegiatan, meliputi :

Seluruh Aparatur di lingkungan Satpol PP Kab. LuwuTimur
Seluruh Tugas kedinasan di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur

Strategi Pencapaian

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dalam melaksanakan kegiatan ini, kami
menggunakan acuan kerja sebagai berikut :
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1. Mencatat kebutuhan

2. Membeli dan menyusun SPJ

3. Menyiapkan fasilitas Kunjungan Tamu

D. Waktu Pencapaian Keluaran
Waktu pencapaian keluaran selama 1 (satu) Tahun
TIME SCHEDULE
FASILITASI KUNJUNGAN TAMU
TRIWULAN | | TRIWULAN Il | TRIWULAN Ill | TRIWULAN IV
NO URAIAN :
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des

Fasilitasi Kunjungan
Tamu

Belanja Makanan
dan Minuman

Rapat
E. Anggaran Biaya
Anggaran biaya yang diperlukan sebesar Rp. 8.250.000,- (Delapan Juta Dua Ratus
Lima Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai mana terlampir dalam Rancangan
Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.
Harga .
No URAIAN KEGIATAN Volume | Satuan | Satuan TotzquB)l)aya Keterangan
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7
Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.250.000
1 Belanja Makanan dan
Minuman Rapat 8.250.000
- Makan (30 orang x 5 kali) 150 kotak 45 000 6.750.000
- Snack (30 orang x 5 kali) 150 kotak 10000 | 1.500.000

Telah diperiksa dan dievaluasi

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
una Anggaran

S.IP., ML.Si

Dikeluarkan di: Malili
Pada Tanggal: 1 Agustus 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PPTK

MUH. SALMAN, S.STP., M.Si

NIP. 19800525 199912 1 002
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KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

SKPD . Satuan Polisi Pamong Praja

Unit Kerja . Sekretariat Satpol PP

Program . Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabu-
paten/Kota

Kegiatan . Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan . Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

LokasiKegiatan . Kantor Satpol PP

Sumber Dana :  APBD

Jumlah Anggaran : Rp.366.381.050,-

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja

- Capaian Program : Persentase penunjang urusan perangkat daerah
berjalan sesuai standar (100 %)

- Masukan . Dana yang Dibutuhkan

Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Hasil . Persentase Rata-Rata capaian kinerja administrasi
PD (100%)

Kelompok Sasaran Kegiatan Perangkat Daerah

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN 2025
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A.

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Latar Belakang

1) Gambaran Umum

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Instansi Pemerintah yang bergerak di
bidang Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Dalam pencapaian target
program kerja dan sasaran strategis dimaksud instansi didukung oleh beberapa
kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh sekretariat Satpol PP.
Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah program
pelayanan administrasi perkantoran. Dengan terlaksananya program ini,
diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran,
baik yang dilaksanakan dibidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara
efektif dan efesien baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun
aspek efisiensinya dalam penggunaan anggaran yang terkait dengan bidang
Satpol PP, sehingga yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

2) Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Luwu timur.

Penerima Manfaat

Penerima manfaat pelayanan administrasi perkantoran di sekretariat Satpol PP Tahun
Anggaran 2023 terdiri dari beberapa kegiatan, meliputi :

e Seluruh Aparatur di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur

e Seluruh Tugas kedinasan di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2025 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. LUWU TIMUF







Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000
- Jasa Tenaga Supir (1 org 1.500.
x 12 bulan) 12 Orang/bulan 000 18.000.000
Belanja Perjalanan Dinas
Hiasa 344.381.050
- Belanja Perjalanan Dinas .
Biasa- Dalam daerah (1 ag | Orang Kall | 418.281 50 673,600
Orang x 4 Hari x 12 Bulan)
- Belanja Perjalanan Dinas .
Biasa- Dalam daerah (1 ag | Orang Kall | 190.00 | 18 240,000
Orang x 4 Hari x 12 Bulan)
- Belanja Perjalanan Dinas |
Biasa- Dalam daerah (1 4g | Orang Kall | 180.00 g 640.000
Orang x 4 Hari x 12 Bulan)
- Belanja Perjalanan Dinas ;
Biasa- Dalam daerah (1 48 Org&gfa" 200'08 9.600.000
Orang x 4 Hari x 12 Bulan)
- Belanja Perjalanan Dinas ;
Biasa- Dalam daerah (1 ag | Orang Kall | 12000 | 5 760,000
Orang x 4 Hari x 12 Bulan)
- Belanja Perjalanan Dinas
Biasa- Dalam Daerah, . | 180.00
Koordinator Kecamatan 44 Orang Ka) 0 T B0
(11 Orang x 4 Hari)
- Perjalanan Dinas Biasa — 2 670
Luar Daerah Dalam 8 Orang Kali '000' 21.360.000
Provinsi (4 Orang x 2 Hari)
- Perjalanan Dinas Biasa - 3.130
Luar Daerah Dalam 8 Orang Kali ' 000‘ 25.040.000
Provinsi (4 Orang x 2 Hari) DA
- Perjalanan Dinas Biasa — 2 640
Luar Daerah Dalam 2 Orang Kali ‘ 006 5.280.000
Provinsi (1 Orang x 2 Hari)
- Perjalanan Dinas Biasa — 4.140
Luar Daerah Dalam 5 Orang Kali ' 000‘ 20.700.000
Provinsi (1 Orang x 5 Hari)
- Perjalanan Dinas Biasa — 1.583.
Mobil 2000 cc ( Pertalite) 5 | orangKali | 550| 7917750
- Perjalanan Dinas Biasa — 9.690
Luar Daerah Luar Provinsi 2 Orang Kali ’ .| 19.380.000
. 000
(1 Orang x 2 Hari)
- Perjalanan Dinas Biasa — 8.540
Luar Daerah Luar Provinsi 2 Orang Kali ' 00(5 17.080.000

(2 Orang x 1 Hari)
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KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

SKPD . Satuan Polisi Pamong Praja

Unit Kerja . Sekretariat Satpol PP

Program . Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Kegiatan :  Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :  Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Lokasi Kegiatan :  Kantor Satpol PP

Sumber Dana . APBD

Jumlah Anggaran - Rp. 49.864.000,-

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja

Capaian Program : Persentase penunjang urusan perangkat daerah
berjalan sesuai standar (100 %)

- Masukan - Dana yang Dibutuhkan

- Keluaran . Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dise-
diakan

- Hasil . Persentase BMD penunjang urusan pemerintah

daerah yang terpenuhi (100%)

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2025 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. LUWU TIMUR



KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

A.

Latar Belakang

1)

2)

Gambaran Umum

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Instansi Pemerintah yang bergerak di
bidang Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Dalam pencapaian target
program kerja dan sasaran strategis dimaksud instansi didukung oleh beberapa
kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh sekretariat Satpol PP.
Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah program
pelayanan administrasi perkantoran. Dengan terlaksananya program ini,
diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran,
baik yang dilaksanakan dibidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara
efektif dan efesien baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun
aspek efisiensinya dalam penggunaan anggaran yang terkait dengan bidang
Satpol PP, sehingga yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peru-
bahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Luwu timur.

Penerima Manfaat

Penerima manfaat Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya di Sekretariat Satpol PP
Tahun Anggaran 2025 dengan tujuan untuk menunjang mobilisasi pegawai dalam
rangka pelaksnaan kegiatan terdiri dari beberapa kegiatan, meliputi :

Seluruh aset di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur
Aparatur di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur
Seluruh Tugas kedinasan Satpol PP Kab. Luwu Timur
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C. Strategi Pencapaian
Dalam melaksanakan kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sebagai berikut

1. Mendata jumlah kebutuhan Sarana dan Prasarana Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Membuat SPJ

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian keluaran Triwulan I, Tahun 2025

TIME SCHEDULE
PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

TRIWULAN| | TRIWULAN Il | TRIWULAN Il | TRIWULAN IV

NO URAIAN

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des

Pengadaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

Belanja Modal

Belanja Modal
1 | Meja Kerja
Pejabat

Belanja Modal
2 | Kursi Kerja
Pejabat

Belanja Modal
3 | Kursi Rapat

Pejabat
Belanja Modal
Komputer Unit
Belanja Modal
1 | Personal
Komputer
Belanja Modal
2 Peralatan
Personal
Komputer
E. Anggaran Biaya
Anggaran biaya yang diperlukan Untuk Belanja Modal sebesar Rp. 49.864.000,- Total
Keseluruhan Anggaran pada Sub.Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
sebesar Rp. 49.864.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Delapan ratus Enam Puluh
Empat Ribu Rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan
Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.
No URAIAN KEGIATAN Volume | Satuan TOta(‘IgE')aya Keterangan
1 2 3 4 6 7
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 49.864.000
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Belanja Modal 49.864.000
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 3 Unit 69.700.000
Meja Kerja Eselon Il 1 Unit 5.000.000
Meja Kerja 2 Unit 4.700.000
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat
- Kursi Kerja Pejabat Eselon || :
2 | Unit 16 080.000
Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat .
10| Unit 17 500.000
Belanja Modal Komputer Unit
Belanja Modal Personal Komputer
- PC Unit p: Unit 23.204.000
Belanja Modal Peralatan Personal
Komputer
- Printer 1 Unit 3.380.000
Telah diperiksa dan dievaluasi Dikeluarkan di: Malili
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pada Tanggal: 1 Agustus 2024
scinkn By na Anggaras Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

INDRA F 2 S.IP., MLSi MUH. N, S.;STP., M.Si
NIP. 19’711 103 199003 1 002 NIP. 19800525 199912 1 002
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KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

SKPD . Satuan Polisi Pamong Praja

Unit Kerja . Sekretariat Satpol PP

Program . Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabu-
paten/Kota

Kegiatan . Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan . Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Lokasi Kegiatan Kantor Satpol PP
Sumber Dana . APBD
Jumlah Anggaran Rp. 6.174.800,-
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja

- Capaian Program Persentase penunjang urusan perangkat dae-

rah berjalan sesuai standar (100%)

- Masukan :  Dana yang Dibutuhkan

- Keluaran . Persentase pemenuhan jasa penunjang uru-
san pemerintahan daerah yang tersedia
(100%)

- Hasil . Persentase rata-rata capaian kinerja penun-

jang urusan pemerintahan daerah (100%)

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN 2025
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KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK) PERUBAHAN

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

A. Latar Belakang

1)

2)

Gambaran Umum

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Instansi Pemerintah yang bergerak
di bidang Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Dalam pencapaian
target program kerja dan sasaran strategis dimaksud instansi didukung oleh
beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh sekretariat
Satpol PP. Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat
adalah program pelayanan administrasi perkantoran. Dengan terlaksananya
program ini, diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan
urusan perkantoran, baik yang dilaksanakan dibidang maupun sekretariat
dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien baik dari aspek efektifitasnya
dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiensinya dalam penggunaan
anggaran yang terkait dengan bidang Satpol PP, sehingga yang hendak
dicapai akan tepat sasaran.

Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Ta-
hun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Luwu timur.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat pelayanan administrasi perkantoran di sekretariat Satpol PP
Tahun Anggaran 2025 terdiri dari beberapa kegiatan, meliputi :

Seluruh Aset di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur
Seluruh Aparatur di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur
Seluruh Tugas Kedinasan di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur
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C.

berikut :

tagihan

Strategi Pencapaian

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian keluaran selama 1 (satu) Tahun

1. Mendata jumlah kebutuhan sesuai tagihan pembayaran
2. Melakukan pembayaran tagihan per bulan sesuai dengan print out faktur

Dalam melaksanakan kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sebagai

Anggaran biaya yang diperlukan sebesar Rp. 72.483.000,- (Tujuh Puluh Dua
Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai
mana terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari KAK ini.
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Uwu TIMUR

TIME SCHEDULE
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
NO URAIAN TRIWULANI | TRIWULAN Il | TRIWULAN Ill | TRIWULAN IV
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des
Penyediaan Jasa
Komunikasi
Sumber Daya Air
dan Listrik
Belanja
1 | Tagihan
Telepon
2 Belanja
Tagihan Air
Belanja
3 | Tagihan
Listrik
Belanja
Kawat/
4 | Faksimili/
Internet/ TV
Berlangganan
E. Anggaran Biaya




Harga .
No URAIAN KEGIATAN Volume | Satuan | Satuan Tot?llqﬁl)aya Keterangan
(Rp)
1 2 3 < 5 6 7
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER DAYA 72.483.000
AIR DAN LISTRIK
1 | Belanja Tagihan Telepon 600.000
- Beban Tagihan Telepon 12 bulan | 50.000 600.000
2 | Belanja Tagihan Air 10.800.000
- Pembayaran Tagihan Air 3
(Barak) 200 m? x 12 bulan 200x12 m 1.500 | 3.600.000
- Pembayaran Tagihan Air
(Kantor) 400 m3x 12 bu- | 400x12 m?3 1.500 | 7.200.000
3 | Belanja Tagihan Listrik 54.003.000
- Beban Tagihan Listrik
(Barak) 425 Kwh x 12 bu- | 425x12 | Kwh 1.175 | 5.992.500
lan
- Beban Tagihan Listrik
(Kantor) 3405 Kwh x 12 3405x12 | Kwh 1.175 | 48.010.500
bulan
Belanja Kawat/ Faksimili/
# Internet/ TV Berlangganan 7.080.000
......... - Langganan Internet 12 bulan 350000 4.200.000
- Jasa TV Kabel Pos Jaga
Satpol PP (8 tempat x 12 96 bulan | 30.000 | 2.880.000

bulan)

Telah diperiksa dan dievaluasi
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

selaku Pepgguna Anggaran

NIP. 19701103 199003 1 002

Dikeluarkan di: Malili
Pada Tanggal: 1 Agustus 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

MUH. SALMAN, S.STP., M..Si
NIP. 19800525 199912 1 002
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KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Unit Kerja . Sekretariat Satpol PP

Program . Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabu-
paten/Kota

Kegiatan :  Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan . Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perun-
dang-Undangan

Lokasi Kegiatan . Kantor Satpol PP

Sumber Dana . APBD

Jumlah Anggaran :  Rp. 7.800.000,-

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja

- Capaian Program . Persentase penunjang urusan perangkat daerah
berjalan sesuai standar (100 %)

- Masukan . Dana yang Dibutuhkan

- Keluaran - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe-
rundang-undangan yang disediakan

- Hasil . Persentase Rata-Rata capaian kinerja administrasi
PD (100%)

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN 2025
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KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan

A.

Latar Belakang

1)

2)

Gambaran Umum

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Instansi Pemerintah yang bergerak di
bidang Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Dalam pencapaian target
program kerja dan sasaran strategis dimaksud instansi didukung oleh beberapa
kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh sekretariat Satpol PP.
Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah program
pelayanan administrasi perkantoran. Dengan terlaksananya program ini,
diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran,
baik yang dilaksanakan dibidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara
efektif dan efesien baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun
aspek efisiensinya dalam penggunaan anggaran yang terkait dengan bidang
Satpol PP, sehingga yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah:

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peru-
bahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Luwu timur.

Penerima Manfaat

Penerima manfaat pelayanan administrasi perkantoran di Sekretariat Satpol PP Tahun
Anggaran 2025 terdiri dari beberapa kegiatan, meliputi :

Seluruh Aparatur di lingkungan Satpol PP Kab. Luwu Timur

C. Strategi Pencapaian

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dalam melaksanakan kegiatan ini, kami
menggunakan acuan kerja sebagai berikut :

1. Mencatat kebutuhan

2. Membeli dan menyusun SPJ

3. Mendistribusikan bahan bacaan di lingkungan Satpol PP
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D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian keluaran selama 1 (satu) Tahun

BAHAN BACAAN
DAN PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN

TIME SCHEDULE
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PRUNDANG-UNDANGAN
TRIWULAN | | TRIWULAN Il | TRIWULAN lll | TRIWULAN IV
NO URAIAN :
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des
PENYEDIAAN

Belanja
Langganan
Jurnal/Surat
Kabar/ Majalah

E. Anggaran Biaya

Anggaran biaya yang diperlukan sebesar Rp. 7.800.000,- ( Tujuh Juta Delapan Ratus
Ribu Rupiah ) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan Anggaran
Biaya (RAB) dan merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

Pieifga Total Biaya
No URAIAN KEGIATAN Volume Satuan Satuan R y Keterangan
1 2 3 4 5 6 7
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN 7.800.000
PERUNDANG-UNDANGAN
Belanja Langganan
1 | Jurnal/Surat Kabar/ 7.800.000
Maijalah
- Surat Kabar Lokal
(Koran Lokal 1exp x 12 eksamplar | 125.000 | 1.500.000
12 bin)
- Surat Kabar Nasional
(Koran Nasional 1 exp | 12 | ©kSamplar | 455 000 | 1.500.000
x 12 bin)
- Surat Kabar Regional
(Koran Regional 4 exp 48 eksamplar | 100.000 | 4.800.000
X 12 bin)
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Telah diperiksa dan dievaluasi | Dikeluarkan di: Malili
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pada Tanggal: 1 Agustus 2024

selaku Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

IP. MUH. SAEMIAN, S.STP., M.Si
NIP. 19701103 199003 1 002 NIP. 19800525 199912 1 002
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KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

SKPD
Unit Kerja

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Sumber Dana

Jumlah Anggaran

indikator dan Tolak Ukur Kineija

- Capaian Program

- Masukan

- Keluaran

- Hasil

- Kelompok Sasaran Kegiatan

Satuan Poiisi Pamong Praja
Sekretariat Satpol PP

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan

Kantor Satpol PP
APBD
Rp. 120.900.000,-

Persentase penunjang urusan perangkat daerah
berjalan sesuai standar (100 %)

Dana yang Dibutuhkan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan
perizinannya

Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan
yang terpelihara dengan baik (100%)

: Perangkat Daerah

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN 2025
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